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PENETAPAN

Nomor2449/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG 

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang

secara elektronika telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  35 tahun,  agama Islam,  pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,

pendidikan SLTA, tempat kediaman di sesuai KTP di,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten.  Namun  saat  ini  berdomisili  tinggal  di,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada

Dinas PUPR, pendidikan SLTA, tempat kediaman di,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxx,  Provinsi

Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal

06  November  2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tangerang  pada  hari  Kamis  tanggal  07  November  2024  dengan  register

perkara  Nomor  2449/Pdt.G/2024/PA.Tng  telah  mengajukan  gugatan  yang

berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang

telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Ahad tanggal 05

Desember  2010  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  (KUA)  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxx  xxxxxxxxx  Provinsi
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Banten,  sesuai  buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  1190/49/XII/2010

tertanggal 06 Desember 2010;  

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  bersama

terakhir di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;  

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan

telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:    

3.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2011;  

3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Februari 2013;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih

pada  bulan  Juni  2015  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-

hal sebagai berikut:    

4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

seperti  memukul  wajah  Penggugat,  bahkan  sering  mengancam

merusah hidup Penggugat;  

4.2.  Tergugat  dalam  memberikan  nafkah  lahir  terhadap  Penggugat

hanya sekedarnya saja,  tidak bisa mencukupi  kebutuhan rumah

tangga  sehingga  Penggugatlah  yang  lebih  banyak  memenuhi

kebutuhan rumah tangga;  

 4.3.  Tergugat  sering  memiliki  hubungan  khusus  dengan  beberapa

wanita idaman lain;  

  4.4. Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras (miras);    

5. Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi  pada

tanggal 05 November 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari

kediaman  bersama  karena  Penggugat  sudah  tidak  tahan  dengan

perlakuan Tergugat  terhadap  Penggugat,  sehingga  sejak  itu  tidak  ada

hubungan lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri lagi;  

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan

hasil;  
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7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil  di  atas, telah cukup alasan bagi  Penggugat

untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf (d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal

116  huruf  (d)  dan/atau  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  untuk  itu

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tangerang  cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  Talak  1  (satu)  Ba'in  Shugro  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan berupaya untuk kembali rukun

dalam  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,  maka  Penggugat

selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya  mohon

penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini  maka semua berita

acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  mendamaikan  kedua

belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan akan berupaya untuk

kembali rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut

gugatannya;

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut

tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi

pula  Tergugat  tidak  hadir,  karena  itu  ketidakhadiran  Tergugat  dianggap

menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat

dikabulkan Pasal 271 Rv.;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa oleh karena pencabutan perkara ini  dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  menjadi

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  seluruh  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

2449/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat; 

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp187.000,00 ( seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat  permusyawaratan Majelis Hakim
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yang dilangsungkan  pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446  Hijriah, oleh kami Dra.

Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan

H.  Muhammad  Hanafi,  S.Ag.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

hari  itu  juga, oleh  Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh Eka  Kurniati  Khadam,  S.H.,  M.H.,  sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.
Hakim Anggota, 

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 32.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 187.000,00

 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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Salinan penetapan ini  untuk pertama/kedua kali  diberikan kepada dan
atas  permintaan....................,  pada  tanggal  .....................   dalam
keadaan

............. berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.
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